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KATA PENGANTAR
BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama,
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi,
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.

Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara-bila ada, tidak
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
> Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus
Akuntansi Pemerintahan.

Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus
kendali mutu jawaban.

Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

VVYVY VYV 'V

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata
bagi semua pemangku kepentingan.

Memberi panduan semacam yurisprudensi.

Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri
kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.

Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.
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Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi &
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi
pemerintahan.

Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.

Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku
kepentingan.

Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.

Kasus peka dan bersifat rahasia —demi keamanan negara- tidak disajikan dalam
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian
produk resmi KSAP.

Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.

Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi,
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.

Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.

Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan,
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya
memahami bahwa :

Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat,
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.

Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubabh.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.

Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Januari 2021
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Gedung Prijadi Praptosuhardjo Il Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2021
No. | Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal
1(4-Feb-2021 S-20/K.1/KSAP/I1/2021 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan |Pendapatan atas pengakuan
pendapatan perpajakan-LO
2|26-Feb-2021 S-26/K.1/KSAP/I1/2021 Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi Perlakuan penyajian dana yang
Banten tertahan pada Bank
3|14-Apr-2021 S-36/K.1/KSAP/IV/2021 Kepala Perwakilan BPK Prov. Banten Penyertaan modal dan investasi
4(14-Apr-2021 S-37/K.1/KSAP/IV/2021 Kepala BPKAD Pemerintah Kota Pengakuan utang dan mekanisme
Yogyakarta pembayaran
5|21 Mei 2021 S-43/K.1/KSAP/V/2021 Kepala Biro Kementerian Keuangan | Pendapat atas Pengakuan
Perencanaan dan pendapatan perpajakan-LO
Keuangan
6|25 Mei 2021 S-44/K.1/KSAP/V/2021 Auditor Utama Badan Pemeriksa Pendapatan dari Transaksi
Keuangan Negara Il Keuangan Nonpertukaran
7|28 Mei 2021 S-45/K.1/KSAP/V/2021 Bupati Pemerintah Kabupaten |Penyajian informasi keuangan
Konawe Selatan
8|28 Mei 2021 S-46/K.1/KSAP/V/2021 Bupati Pemerintah Kabupaten |Penghapusan utang
Jeneponto
9(10 Juni 2021 S-51/K.1/KSAP/VI/2021 Sekretariat Utama BPOM Kebijakan khusus penatausahaan alat
gelat
10|25 Juni2021 S-52/K.1/KSAP/VI/2021 Kepala Biro Kementerian Pertanian |Aset Tak Berwujud
Perencanaan dan
Keuangan
11(14 Juli 2021 S-59/K.1/KSAP/VII/2021 Bupati Magelang Pemerintah Kabupaten |Pendapat atas Kebijakan Akuntansi
Magelang Persediaan
12|10 Agustus 2021 [S-66/K.1/KSAP/VI111/2021 Direktur Utama LPDP Konsultasi terkait Standar Akuntansi
Pemerintahan tentang Instrumen
Keuangan
13|24-Sep-2021 S-74/K.1/KSAP/IX/2021 Kepala BPKD Pemerintah Kabupaten |Tanggapan permintaan pendapat
Solok Selatan
14|24-Sep-2021 S-75/K.1/KSAP/IX/2021 Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Rekomendasi hasil kajian data mikro
15|24-Sep-2021 S-76/K.1/KSAP/1X/2021 Direktur RSUD Dr. ISKAK Bantuan alat kedokteran dan alat
kesehatan
16|24-Sep-2021 S-77/K.1/KSAP/IX/2021 Kepala BPPKAD Pemerintah Kabupaten |Permohonan pendapat pengukuran
Wonosobo pendapatan dan belanja yang
bersumber dari APBN
17(24-Sep-2021 S-78/K.1/KSAP/IX/2021 Kepala Biro Keuangan |Kementerian ESDM Pendapat terkait pengukuan dan
penyajian hak pemerintah yang sudah
jatuh tempo namun belum terbit
18(29-Sep-2021 S-80/K.1/KSAP/IX/2021 Inspektur Daerah Pemerintah Kota Cirebon |Pencatatan benda cagar budaya
19|29-Sep-2021 S-81/K.1/KSAP/IX/2021 Direktur Jenderal Kementerian Keuangan |Pendapat atas perlakuan penyusutan

Kekayaan Negara

aset tetap yang dihentikan
penggunanya




No. | Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal
20|4-Nov-2021 S-91/K.1/KSAP/X1/2021 Direktur Akuntansi Kementerian Keuangan |Pendapat Terkait Penggunaan Kurs
dan Pelaporan Penutup untuk Keperluan Pelaporan
Keuangan DJPBn Keuangan
21|17-Nov-2021 S-93/K.1/KSAP/X1/2021 Gubernur Pemerintah Provinsi Pendapat atas Revisi Kebijakan

Gorontalo

Akuntansi
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Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor :S- 20 /KA/KSAP/I/2021 (4Februari 2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Juanda | lantai 4
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-17/SJ//SJ.1/2020
tanggal 22 September 2020 hal Permintaan Pendapat Atas Temuan Sistem Pengendalian
Intern Nomor 1.1.6 Kementerian Keuangan Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan bahwa
sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Perpajakan, pada sub bab 3.2.1.1
Pengakuan Pendapatan-LO Perpajakan sesuai dengan Sistem Self Assessment maupun
Sistem Withholding Assesment, disebutkan bahwa Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO
yang diperoleh dengan sistem self assessment maupun sistem withholding assessment diakui
pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih
dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Pendapatan pajak merupakan pendapatan
nonpertukaran, karena itu pengakuan pendapatan-LO nya tidak perlu ditangguhkan
pengakuannya.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem self
assessment maupun sistem withholding assessment antara lain bukti pembayaran pajak yang
telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat
Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang telah
divalidasi oleh pihak yang berwenang.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

(A,
e
W’Sumiyati
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG JUANDA | LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021)
3449230, 3852143; FAKSIMILE (021) 3512215; SITUS: WWW.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-17/SJ3/SJ3.1/2020
Yth . Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Dari . Sekretaris Jenderal
Sifat . Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal . Permintaan Pendapat Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern Nomor 1.1.6

Kementerian Keuangan Tahun 2019

Tanggal : 22 September 2020

Sehubungan dengan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Keuangan
Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Terdapat temuan nomor SPI 1.1.6 dengan judul “Terdapat Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan
untuk Tahun Pajak 2020 yang Diakui Sebagai Pendapatan Tahun Pajak 2019” (terlampir) yang
disebabkan karena Kementerian Keuangan belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur
terkait penerimaan dari PPh Pasal 25 untuk masa pajak di tahun pajak mendatang;

. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat penyetoran pajak

atas PPH Pasal 25 yang dilakukan pada tahun 2019 untuk masa pajak tahun 2020, yang diakui
sebagai pendapatan (LO) tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Bultek 24 tentang Akuntansi
Pendapatan Perpajakan, bahwa pendapatan perpajakan (LO) yang menggunakan Self
Assessment System diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau
di kas negara tanpa terlebih dahulu Pemerintah menerbitkan ketetapan.

. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan kajian dalam rangka

menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis terkait khususnya
yang berkaitan dengan Pendapatan Perpajakan-LO dalam kaitannya dengan penyetoran pajak
yang mendahului masa pajak dan tahun pajak yang seharusnya;

. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kementerian Keuangan dhi. Biro Perencanaan dan

Keuangan memohon pendapat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terkait
dasar perlakuan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Perpajakan-LO
secara self assessment.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan

Chalimah Pujihastuti

Tembusan:
1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Sekretaris Jenderal



1.1.1. Temuan — Terdapat Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan untuk Tahun Pajak 2020 yang Diakui

N\

Sebagai Pendapatan Tahun Pajak 2019

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA-015) Audited berdasarkan data e-Rekon
menyajikan Pendapatan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)
per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rpl.546.134.751.863.724,00 dan
Rp1.577.495.614.095.285,00. Dari nilai tersebut Direktorat Jenderal Pajak menyajikan Pendapatan
Perpajakan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember
2019 masing-masing sebesar Rp1.332.659.148.379.666,00 dan Rp1.355.458.212.256.886,00, yang
diantaranya merupakan pendapatan Pajak Penghasilan per 31 Desember 2019 dengan nilai pada LRA
dan LO masing-masing sebesar Rp813.330.377.543.990,00 dan Rp790.380.369.744.433,00 dengan

rincian per jenis PPh sebagai berikut.

Tabel 1.1.6.1. Realisasi Pendapatan PPh Unaudited per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)
Persentase Persentase
Kode erhadap erhadap
Nama Akun LRA LO
Akun umlah PPH umlah PPH
LRA LO
41111 Pendapatan PPh Migas 59.164.877.052.174 6,67% 59.131.037.213.166 7,48%
411121 | PPh Pasal 21 148.604.495.883.990 16,42% | 148.963.576.526.584 18,85%
411122 | PPh Pasal 22 21.411.573.266.852 2,56% 21.452.118.403.468 2,71%
411123 | PPh Pasal 22 Impor 53.711.582.204.902 7,75% 53.710.717.097.981 6,80%
411124 | PPh Pasal 23 43.337.966.329.318 5,86% 45.499.508.623.475 5,76%
PPh Pasal 25/29 Orang
411125 11.268.697.588.693 11.553.650.282.309
Pribadi 1,23% 1,46%

411126 | PPh Pasal 25/29 Badan | 285.376.682.243.961 34,32% | 261.747.455.619.691 33,12%

411127 | PPh Pasal 26 50.481.762.995.150 6,83% 46.781.256.244.069 5,92%
411128 | PPh Final 128.685.543.407.496 16,94% | 130.255.005.323.840 16,48%
411129 | PPh Non Migas Lainnya 133.653.181.718 0,20% 134.377.615.887 0,02%
Pendapatan PPh Fiskal
41113 0 -1.843.841.665
Luar Negeri 0,00%
41114 Pendapatan PPh DTP 11.153.543.389.740 1,22% 11.153.510.635.628 1,41%

Jumlah Pendapatan PPh | 813.330.377.543.990 100,00% | 790.380.369.744.433 100,00%

Berdasarkan Tabel 1.1.7.1. diketahui bahwa realisasi terbesar PPh pada LRA diperoleh dari PPh Pasal
25/29 Badan sebesar Rp285.376.682.243.961,00 atau 34,32% dari total PPh. PPh Pasal 25 merupakan




besarnya pajak penghasilan yang terutang dikurangi dengan PPh Pasal 21 dan 23 yang telah dipotong,
PPh Pasal 22 yang telah dipungut, dan PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri dibagi 12
atau banyaknya bulan dalam satu tahun pajak yang tertuang dalam SPT Tahunan tahun pajak

sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 secara uji petik pada 20
Kantor Wilayah (Kanwil DJP) diketahui terdapat peningkatan pembayaran PPh Pasal 25 yang signifikan
di bulan Desember 2019. Dari sampel yang diperiksa, terdapat 944 WP yang mengalami peningkatan
pembayaran dari bulan November ke bulan Desember dengan total tingkat kenaikan 303,89%. Rincian

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1.6.2. Rekapitulasi Pembayaran PPh Pasal 25 Bulan November dan Desember 2019

(dalam rupiah)
Kanwil Nov-19 Des-19 Selisih Peningkatan
020 Sumatera Utara | 56.675.079.024 114.148.247.890 57.473.168.866 201,41%
040 Riau 1.578.404.005 3.156.808.010 1.578.404.005 200,00%
060 Sumsel Babel 12.492.686.007 24.985.372.014 12.492.686.007 200,00%
080 Jakarta Pusat 191.810.606.524 484.025.335.797 292.214.729.273 252,35%
090 Jakarta Barat 88.250.748.737 178.304.573.269 90.053.824.532 202,04%
100 Jakarta Selatan | 298.231.136.739 1.022.918.496.564 724.687.359.825 343,00%
110 Jakarta Timur 2.618.363.411 6.421.856.989 3.803.493.578 245,26%
120 Jakarta Utara 65.354.753.712 134.361.545.996 69.006.792.284 205,59%
130 Jakarta Khusus 464.672.540.452 939.694.471.053 475.021.930.601 202,23%
140 Banten 44.164.164.193 88.879.748.234 44.715.584.041 201,25%
150 Jawa Barat | 38.094.828.281 86.936.354.759 48.841.526.478 228,21%
160 Jawa Barat Il 3.169.200.194 6.338.400.388 3.169.200.194 200,00%
170 Jawa Tengah | 52.900.847.278 141.260.606.744 88.359.759.466 267,03%
200 Jawa Timur | 10.020.874.447 24.166.162.728 14.145.288.281 241,16%
210 Jawa Timur Il 37.814.216.207 75.848.368.741 38.034.152.534 200,58%
220 Jawa Timur Il 222.799.738.371 445.799.578.990 222.999.840.619 200,09%
250 KaltimTara 3.635.697.478 7.271.394.956 3.635.697.478 200,00%
310 WP Besar 2.970.195.985.051 | 10.111.159.621.289 | 7.140.963.636.238 340,42%
320 Jakarta Selatan Il 6.909.934.024 14.248.091.912 7.338.157.888 206,20%
330 Jawa Barat Il 39.327.148.952 101.711.940.546 62.384.791.594 258,63%
Total 4.610.716.953.087 | 14.011.636.976.869 | 9.400.920.023.782 303,89%




Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa peningkatan nilai tersebut disebabkan pada bulan
Desember 2019, WP membayar angsuran PPh pasal 25 lebih dari satu kali. Pada tanggal 1 s.d. 15
Desember, WP membayar untuk masa pajak November 2019 yang jatuh tempo pembayaran pada tanggal
15 Desember 2019. Pembayaran kedua dan selanjutnya dilakukan pada akhir bulan untuk masa pajak
Desember 2019 dan masa pajak Januari 2020 yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020. Pengujian
lebih lanjut atas pembayaran PPh Pasal 25 bulan Januari dan Februari 2020 berdasarkan data MPN 2020
diketahui bahwa untuk WP yang sudah membayar dua kali pada bulan Desember 2019 tersebut tidak
lagi melakukan angsuran pembayaran angsuran pada bulan Januari 2020. Hal tersebut mengindikasikan

adanya percepatan pembayaran PPh Pasal 25 yang berdampak pada total penerimaan pajak tahun 2019.

Selain itu, hasil pengujian terhadap dokumen pembayaran menunjukkan bahwa diantara
pembayaran PPh Pasal 25 di bulan Desember 2019 terdapat pembayaran atas masa pajak Desember
2019 yang jatuh tempo pada 15 Januari 2020 sebesar Rp8.878.835.501.838,00 dan pembayaran atas
masa pajak februari 2020 sebesar Rp292.039.041.248,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1.6.3. Rekapitulasi Indikasi Percepatan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Pencapaian

Target Penerimaan Pajak Tahun 2019

(dalam rupiah)

Kanwil Masa Pajak Nov 19 | Masa Pajak Des 19 |Masa Pajak 2020 | Lain-lain

020 Sumatera Utara | 56.739.717.766 57.310.732.316 97.797.808
040 Riau 1.578.404.005 1.578.404.005 -
060 Sumsel Babel 12.492.686.007 12.492.686.007 -
080 Jakarta Pusat 191.952.499.841 291.735.581.644 337.254.312
090 Jakarta Barat 90.067.472.450 87.452.648.777 784.452.042
100 Jakarta Selatan | 318.496.007.607 697.068.738.825 6.612.861.527 740.888.605
110 Jakarta Timur 2.534.741.858 2.296.962.528 1.590.152.603
120 Jakarta Utara 65.454.835.858 67.856.360.138 1.050.350.000
130 Jakarta Khusus 467.572.545.959 461.755.170.034 10.366.755.060 -
140 Banten 46.088.644.493 42.583.289.925 207.813.816
150 Jawa Barat | 38.059.229.231 48.877.125.528 -
160 Jawa Barat II 3.169.200.194 3.169.200.194 -
170 Jawa Tengah | 73.615.390.078 67.533.235.011 111.981.655
200 Jawa Timur | 12.900.874.447 11.265.288.281 -
210 Jawa Timur Il 36.439.153.393 37.813.908.849 1.595.306.499 -
220 Jawa Timur Il 222.417.267.163 222.799.738.371 582.573.456 -
250 KaltimTara 3.735.697.478 3.340.786.624 194.910.854
310 WP Besar 3.140.542.883.089 6.697.735.193.494 | 272.881.544.706 -




Kanwil Masa Pajak Nov 19 | Masa Pajak Des 19 |Masa Pajak 2020 | Lain-lain
320 Jakarta Selatan I 6.909.934.024 6.909.934.024 428.223.864
330 Jawa Barat Il 43.923.278.428 57.260.517.263 528.144.855

Total

4.834.690.463.369

8.878.835.501.838

292.039.041.248

6.071.970.414

Seluruh penerimaan PPh Pasal 25 tersebut diakui sebagai penerimaan perpajakan di LRA dan

Pendapatan Perpajakan di LO Tahun 2019.

Atas hal tersebut, tim BPK telah meminta penjelasan mengenai dasar pembayaran PPh Pasal 25 dengan
jumlah yang melebihi angsuran rutin setiap bulan, apakah memang karena WP membayar angsuran
masa desember lebih awal, adanya dinamisasi pembayaran pajak, pembetulan SPT atau alasan lainnya
melalui surat konfirmasi No. 20/ST.04/KST-3/BA015/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang
Konfirmasi PPh Pasal 25/29 Badan, dan telah menerima jawaban konfirmasi dari DJP dengan Surat No.

S-102/PJ.01/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Jawaban atas Konfirmasi PPh Pasal 25/29 Badan.

Penjelasan yang disampaikan adalah sebagai berikut.

a. Untuk pembayaran angsuran PPh 25 masa pajak Desember 2019 yang dibayarkan pada bulan
Desember 2019:
1) 859 transaksi senilai Rp2.226.811.642.110,00 merupakan pembayaran masa Desember 2019

yang dilakukan di awal,

2) 13 transaksi senilai Rp6.180.775.629.848,00 merupakan pembayaran karena dinamisasi,
pembayaran sukarela dari WP, maupun dikarenakan adanya himbauan dinamisasi PPh Pasal
25/29 dan himbauan pemenuhan kewajiban di awal waktu tanpa menunggu jatuh tempo

pembayaran. Atas dinamisasi maupun himbauan, Tim pemeriksa belum mendapatkan dokumen

pendukung dari DJP; dan

3) 48 transaksi senilai Rp471.248.229.880,00 DJP belum memberikan jawaban yang memadai.
b. Untuk pembayaran PPh 21 masa pajak 2020 yang dibayarkan pada bulan Desember 2019:
1) 13 transaksi senilai Rp102.530.957.706,00 pembayaran masa Januari dan Februari 2020 yang

dilakukan di awal,;

2) Satu transaksi senilai Rp187.843.690.362 merupakan pembayaran dikarenakan adanya

himbauan dinamisasi PPh Pasal 25/29 dan himbauan pemenuhan kewajiban di awal waktu tanpa

menunggu jatuh tempo pembayaran; dan

3) Dua transaksi senilai Rp1.664.393.180,00 DJP belum memberikan jawaban yang memadai.

Hal tersebut walaupun secara administrasi perpajakan tidak melanggar ketentuan, akan tetapi
secara prinsip akuntansi seharusnya diberikan perlakuan yang berbeda antara penerimaan pajak yang
menjadi hak tahun 2019 dan penerimaan pajak yang menjadi hak tahun 2020, dalam hal ini untuk
pembayaran masa pajak untuk tahun 2020 di bulan Desember 2019 senilai Rp292.039.041.248,00.




Penerimaan pajak tersebut merupakan pembayaran untuk masa pajak tahun 2020 sehingga seharusnya

belum dapat diakui sebagai penerimaan perpajakan LO pada tahun 2019.

Kementerian Keuangan mengakui seluruh pembayaran yang dilakukan pada tahun 2019 sebagai

pendapatan LO berdasarkan Buletin Teknis No 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan, di mana

pendapatan perpajakan (LO), dalam hal ini PPh Pasal 25 yang menggunakan Self Assessment System,

diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih

dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Hal tersebut tidak sesuai dengan kerangka konseptual

akuntansi akrual karena tidak mengatur mengenai periodesitas atas pajak yang dibayarkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan UU Nomor 36 tahun 2008 pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

1)

2)

ayat (1) yang menyatakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang
terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu
dikurangi dengan :

a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta

Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak; dan

ayat (2) yang menyatakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak pasal 2 ayat

(8) yang menyatakan PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

c. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran

1.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 42 dan 43:

1)

2)

Paragraf 42: Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis
akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal
peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka

entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Paragraf 43: Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk

memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum



Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan

seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan perpajakan yang tersaji pada Laporan

Operasional BA 015 tahun 2019 Iebih saji minimal sebesar Rp292.039.041.248,00.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kementerian Keuangan belum memiliki kebijakan
akuntansi yang mengatur terkait penerimaan dari PPh Pasal 25 untuk masa pajak di tahun pajak

mendatang.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan dhi. DJP menjelaskan bahwa UU PPh beserta
aturan pelaksanaannya mengatur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran PPh Pasl 25 dan Pasal 29
yang apabila pembayaran dilakukan melewati batas waktu tersebut dikenai sanksi administrasi.
Sebaliknya, UU PPh beserta aturan pelaksanaannya tidak mengatur larangan kepada Wajib Pajak
membayar kewajiban PPh Pasal 25/29 lebih awal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan melakukan kajian untuk menyempurnakan
SAP dan Buletin Teknis terkait khususnya yang berkaitan dengan pendapatan perpajakan LO dalam

kaitannya dengan penyetoran pajak yang mendahului masa pajak dan tahun pajaknya yang seharusnya.



Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
o

Website: www.ksap.org / Email : sekretariat ksap@gmail.com

Nomor :§- 26 /K A/KSAP/I2021 24 Februari 2021
Sifat : Segera
Hal : Perlakuan Penyajian Dana yang Tertahan pada Bank

Yth

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/98-BPKAD-03/2021 tanggal 25

Januari 2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1.

Secara substansi, transaksi pengakuan belanja (sesuai paragraf 31 PSAP 02) belum
sepenuhnya terpenuhi karena dokumen SP2D belum mengakibatkan adanya
pengeluaran kas dari RKUD yang ada di Bank Banten. Dengan demikian, perlu
dipertimbangkan untuk membatalkan, mencabut atau menarik dokumen SP2D
dimaksud sehingga secara administrasi membatalkan pencatatan BHPP di Laporan
Realisasi Anggaran.

Hasil rekonsiliasi BHPP atau penetapan kurang salur BHPP atau dokumen yang
dipersamakan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk mencatat beban-
Laporan Operasional (LO) BHPP dan kewajiban BHPP. Selanjutnya, bagi 8
Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten berhak untuk mencatat
pendapatan-LO BHPP dan piutang BHPP. Pemerintah Provinsi Banten dan 8
Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengungkapkannya secara memadai dalam
laporan keuangan masing-masing.

Terkait dengan penyajian dalam Neraca per 31 Desember 2020:

a. dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdapat saldo dana di RKUD
pada Bank Banten yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Banten, maka saldo dana
tersebut disajikan di Neraca Pemerintah Provinsi Banten dalam kelompok aset
lancar pada pos Kas dan Setara Kas;



b. dalam hal terdapat informasi bahwa dana tersebut untuk sementara waktu tidak
dapat digunakan lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca, maka perlu
direklasifikasi dari aset lancar pos Kas dan Setara Kas menjadi aset non lancar
pada pos Aset Lainnya sesuai Paragraf 66 PSAP 01.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
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Wumi'yali
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil
Ketua Komite Konsultatif KSAP.




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
JI. Syech Nawawi Al-Bantanli, Palima Serang Telp. /Fax. (0254) 267019, 267008, 267009, 267020

p— —

Serang, 2.5 Januari 2021

Nomor . 900 [§8 - 3 picAn 021202

Sifat : Segera

Lampiran : - Kepada

Perihal : Permintaan Pendapat tentang Yth. Ketua Komite Standar
penyajian Dana yang tertahan Akuntansi Pemerintahan
pada Bank

di

Jakarta

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuaﬁgan Pemerintah

Provinsi Banten Tahun 2020 khususnya berkaitan dengan penyajian atas

— transaksi belanja daerah melalui kas daerah yang masih tertahan sampai
dengan akhir tahun, disebabkan Bank dimana tempat menyimpan kas daerah
sedang dalam pengawasan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan transaksi

dimaksud sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu tanggal 17 sd 21 April 2020 telah diterbitkan
beberapa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) pada Bank Banten yang ditunjuk sebagai
tempat penyimpanan kas daerah, dimana diantaranya terdapat 8 buah
SP2D LS (Langsung) berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP)
kepada Kabupaten/Kota yang tersebar kepada 8 kabupaten/kota di
wilayah Provinsi Banten dengan jumlah keseluruhan sebesar

~ Rp181.615.286.455,-

2. Tanggal 21 April 2020 diketahui bahwa atas sejumlah dana tersebut
sudah keluar dari RKUD namun ternyata bank penyimpan RKUD
belum menyalurkan kepada rekening penerima di kabupaten/kota;

3. Akibat krisis likuiditas yang dialami Bank Banten, tanggal 22 April
2020 Pemerintah Provinsi Banten memindahkan tempat penyimpanan
kas daerah pada Bank Jabar Banten (BJB);

4. Pada tanggal tersebut masih terdapat saldo milik Pemerintah Provinsi
Banten yang ada pada Bank Banten yang masih tertahah dan belum bisa
dipindahkan ke RKUD yang baru di BJB;




Pemerintah Provinsi Banten telah mengupayakan agar Bank Banten

segera melakukan tindakan sebagai berikut :

a. menyalurkan atas transaksi-transaksi yang tertahan kepada para
penerima; dan

b. memindahbukukan dana milik Pemerintah Provinsi Banten ke
RKUD yang baru pada BJB ;

Sampai dengan akhir tahun, atas transaksi kepada pihak ketiga yang

tertahan sebagian telah tersalur kepada para penerima kecuali dana

BHPP sebesar Rp181.615.286.455,- sebagaimana nomor 1 di atas,

dengan status dana tersebut sudah tidak berada dalam RKUD ;

Sampai dengan akhir tahun, juga masih terdapat saldo Kas pada

Bank Banten milik Pemerintah Provinsi Banten yang masih tertahan

sebagaimana huruf 4 di atas dengan rincian sebagai berikut :

a. Rekening RKUD 'pada Bank Banten sebesar
Rp152.621.531.581,24, atas dana tersebut masih tertahan dan
belum bisa dipindahbukukan ke RKUD baru di BJB;

b. Rekening BLUD sebesar Rp30.753.620.199,16, atas dana tersebut
masih bisa dilakukan penarikan ataupun pemindahbukuan atas ijin
OJK

c. Rekening pada Bendahara Sekolah untuk pengelaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp893.965.081,19, atas dana
tersebut masih bisa dilakukan penarikan ataupun pemindahbukuan
atas ijin OJK

Sehubungan dengan transaksi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah
melakukan hal-hal sebagai beikut :

1.

Mencatat Transaksi Belanja BHPP berdasarkan SP2D pada tanggal 17
April 2020 sebagai belanja, hal ini mengacu pada paragraf 31 PSAP
No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas bahwa
“Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah”

Tidak mencatat transaksi tersebut sebagai Hutang pada Pemerintah
Kabupaten/Kota meskipun Pemerintah Kabupaten/Kota belum

menerima dana tersebut, mengingat sebagaimana no 1 di atas.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, mohon pendapat mengenai hal berikut :

1.

Apakah pencatatan dan panyajian transaksi tersebut sebagai belanja dan
tidak mengakui Hutang sudah sesuai ?



2. Bagaimana penyajian pada Neraca terhadap Saldo milik Pemerintah
Daerah yang masih tertahan di Bank Banten sebagaimana huruf 7 di
atas?

3. Bagaimana pengakuan dan penyajian yang harus dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota atas dana BHPP yang masih tertahan ?

Terhadap kondisi tersebut, kami berharap pendapat yang diberikan
dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat
dignakan dalam penyusunan LKPD Tahun 2020. ]

Demikian kami ;ampaikan, atas perhatiannya disampaikan
terimakasih.

NIP.19670928 199303 2 009

Tembusan disampaikan kepada yth :

Bapak Gubernur Banten (sebagai laporan)

Bapak Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan)
Kepala Perwakilan BPK Rl Provinsi Banten
Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan)
Inspektur Provinsi Banten

Kepala BPKAD di wilayah Provinsi Banten.

SUnhL =
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Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor :S- 3 /K A/KSAP/IV/2021 4 April 2021
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pendapat

Yth. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten
Jalan Palka No. 1, Palima, Serang, Banten

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 20/S/XVIIII.SRG/03/2021 tanggal 08 Maret
2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan permintaan pendapat mengenai Likuiditas Kas, dengan memperhatikan
kronologis permasalahan yang disampaikan, dalam hal sampai dengan tanggal 31
Desember 2020 terdapat saldo dana yang tersaji dalam rekening Koran pada Bank
Banten yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Banten, maka sepanjang masih memenuhi
definisi kas atau setara kas sesuai PSAP 01, saldo dana tersebut dapat disajikan di dalam
kelompok aset lancar dalam Neraca Pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal terdapat
informasi bahwa dana tersebut untuk sementara waktu tidak dapat digunakan lebih dari
12 bulan setelah tanggal Neraca, saldo rekening tersebut tidak diklasifikasikan ke dalam
kelompok aset lancar sebagaimana diatur dalam paragraf 54 PSAP 01 Penyajian

Laporan Keuangan.

2. Paragraf 31 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, menyatakan
bahwa “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah”. Jika suatu transaksi belanja belum mengakibatkan pengeluaran
rekening kas umum daerah, maka transaksi tersebut belum diakui sebagai belanja,
karena itu saldo kas umum daerah disajikan sebagaimana ketentuan paragraf 54 PSAP

01 Penyajian Laporan Keuangan.

3. Terkait dengan penyertaan modal dapat kami sampaikan:
a. PSAP 06 (Revisi 2016) tentang Akuntansi Investasi:

i. Paragraf 19 menyatakan bahwa “Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi
dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah
dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:



(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah,

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal
(reliable)”.

ii. Paragraf 20 menyatakan bahwa “Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran
kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh
investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi kriteria
pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya
manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan
datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal.
Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang
akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan (assurance) bahwa suatu entitas
akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang
mungkin timbul”.

iii. Paragraf 21 menyatakan bahwa “Kriteria pengakuan investasi ini biasanya dapat
dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung
dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya”.

iv. Paragraf 26 menyatakan bahwa “Investasi jangka panjang yang bersifat
permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya
perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain
yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut”.

b. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 3 tentang
Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah, dinyatakan bahwa “pengakuan pengeluaran pembiayaan
ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh
RKUN/RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran”.

4. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pengeluaran pembiayaan dapat diakui
berdasarkan ketentuan penyelesaian transaksi yang ditetapkan oleh BUD sebagaimana
IPSAP No.3.

5. Berdasarkan metode ekuitas, pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya
perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah
tanggal perolehan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat
perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (investee), misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Oleh
karena itu, penyajian nilai investasi Pemerintah Provinsi Banten terhadap PT. Banten



Global Development (BGD) dipengaruhi oleh nilai investasi PT. BGD atas PT. BPD
Banten.

6. Pemerintah Provinsi Banten dapat menambahkan pengungkapan secara memadai atas

hal-hal tersebut di atas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo |1l Lantai 2
JI. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
website. www.ksap.org/email: sekretariat ksap@gmail com

Nomor :S- 31 /K. A/KSAP/IVI2021 l4 April 2021
Sifat : Segera
Hal : Masukan terkait Pengakuan Utang dan Mekanisme Pembayaran

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Yogyakarta
Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Saran dan Arahan Permasalahan

Pengakuan Utang dan Mekanisme Pembayarannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

T

Tembusan:
1.

2\

PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban pada paragraf 35 menyatakan bahwa “Pada saat
pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi
haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk
barang tersebut”.

Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual pada Bab II, angka 2.1.1

poin a dan ¢ menyatakan bahwa:

a. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang
biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice) kepada pemerintah terkait
penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah;

b. Utang kepada pihak ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus
segera dibayar setelah barang/jasa diterima, sehingga utang tersebut disajikan di neraca
sebagai kewajiban jangka pendek.

Terkait butir 2 (dua) di atas, kami berpendapat bahwa tagihan pihak ketiga berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Saudara jelaskan dalam surat, dapat
diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga dan disajikan di Neraca dengan klasifikasi pos
Kewajiban Jangka Pendek.

Untuk mekanisme penganggaran dan pembayaran atas utang pihak ketiga tersebut, dapat
mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, atau
dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pengelolaan keuangan
daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian _l:(_euangan selaku Ketua Komite Konsultatif
KSAP

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP



Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat. ksap@gmail.com

A KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Nomor :S- 4% /KA/KSAP/V/2021 21 Mei 2021
Sifat : Segera
Hal . Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
Gedung Juanda | lantai 4
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-23/SJ.1/2021 tanggal 10 Mei 2021 hal Permintaan
Tanggapan atas Pengakuan Pendapatan LO terkait Cukai pada Ditjen Bea dan Cukai, dengan
ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Buletin Teknis 24 Akuntansi Pendapatan
Perpajakan, pada sub bab 3.2.1.1 Pengakuan Pendapatan-LO Perpajakan sesuai dengan
Sistem Self Assessment maupun Sistem Withholding Assesment, disebutkan bahwa
Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem self assessment
maupun sistem withholding assessment diakui pada saat realisasi kas diterima oleh
Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan
ketetapan. Pendapatan pajak merupakan pendapatan nonpertukaran, karena itu pengakuan
pendapatan-LO nya tidak perlu ditangguhkan pengakuannya.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem self
assessment maupun sistem withholding assessment antara lain bukti pembayaran pajak yang
telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat
Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang telah
divalidasi oleh pihak yang berwenang serta sesuai sub bab 2.6.1.a.2) ¢) dokumen pemesanan
pita cukai (CK-1/CK-1A).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_—Ketua Komite Kerja,

%umiyati
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@agmail.com

© S-44/K.1/KSAP/V/2021 25Mei 2021
. Segera
. Penjelasan Penyusunan PSAP Pendapatan dari Transaksi

Nonpertukaran

Yth. Auditor Utama Keuangan Negara Il

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 120/S/XV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal

Permintaan Penjelasan Penyusunan PSAP, dengan ini kami sampaikan penjelasan proses
penyusunan draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran sebagai berikut:

a.

Draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran disusun berdasarkan proses baku
penyusunan standar sebagaimana yang diatur dalam PP 71 Tahun 2010.

BPK melalui surat Nomor 62/S/1V-XV/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, memberikan
masukan kepada KSAP untuk menyusun beberapa standar termasuk didalamnya PSAP
Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.

KSAP menyusun Draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran merujuk pada
IPSAS 23 Revenue from Nonexchange Transaction dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur perpajakan.

Limited hearing draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dilaksanakan pada
tanggal 5 Desember 2019.

Public hearing draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran direncanakan akan
dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020, namun karena pandemi Covid-19, kegiatan
public hearing batal dilaksanakan.

Berdasarkan pertemuan KSAP dengan BPK pada tanggal 13 Februari 2020, disepakati
bahwa penyusunan PSAP merujuk pada IPSAS yang masih dalam proses penyelesaian
(Exposure Draft) ditunda penyelesaiannya sampai terbitnya IPSAS tersebut.

Sejalan dengan pertimbangan BPK melalui surat pada tanggal 20 April 2020 untuk
menunda penyelesaian draf PSAP Sewa sampai menunggu disahkannya IPSAS Lease
yang baru, KSAP memutuskan untuk menunda penyelesaian PSAP Pendapatan dari
Transaksi Nonpertukaran sampai terbitnya IPSAS baru.



h. KSAP telah menerbitkan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan
untuk dijadikan pedoman dalam mengakui, mengukur dan menyajikan transaksi
perpajakan oleh pemerintah.

Terlampir kami sampaikan draf publikasian PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran
yang akan dimintakan pendapat pada saat Public Hearing dan Buletin Teknis 24 tentang
Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif , dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsuiltatif.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 25549000 Psw. 3502, Surel. staftortama2@bpk.go.1d

Nomor 1 20 /S8/XV/05/2021 Jakarta, 24Mei 2021
Lampiran L.
Perihal : Permintaan Penjelasan Penyusunan PSAP

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuvangan Pemerintah Pusat
{(LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) Tahun Anggaran 2020, kami
sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas transaksi perpajakan pada Kementerian
Keuangan masih ditemukan beberapa transaksi yang belum dimuat dalam kebijakan akuntansi yang
memadai khususnya transaksi non pertukaran.

Untuk menyikapi hal tersebut, bersama ini kami meminta penjelasan terkait penyusunan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Transaksi Non Pertukaran beserta
Exsposure Draft nya oleh KSAP per Mei 2021. Mengingat keterbatasan waktu pemeriksaan,
penjelasan dari KSAP tentang PSAP transaksi non pertukaran beserta dokumen pendukungnya dapat
disampaikan kepada BPK paling lambat tanggal 27 Mei 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Auditor Utama Keuangan Negara 11

-—

S

Laode Nusriadi
%m 196801231988031002

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPK;

2. Anggota l1; dan

3. Menteri Keuangan RI.




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor

Sifat
Hal

: S-45/K.1/KSAP/V/2021 28Mei 2021
. Segera
: Pendapat atas Penyajian Informasi Keuangan

Yth. Bupati Konawe Selatan

di Andoolo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/252 tanggal 05 Mei 2021 hal Konsultasi

dan Permintaan Pendapat, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

a.

Paragraf 31 menyatakan bahwa “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

Paragraf 7 menyatakan bahwa “Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan”.

2. PSAP 09 tentang tentang Akuntansi Kewajiban

a.

Paragraf 5 menyatakan bahwa “Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah”.

Paragraf 11 menyatakan bahwa “Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

Paragraf 18 menyatakan bahwa “Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai
nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal”.

Paragraf 23 menyatakan bahwa “Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika
masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu
nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk
menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui
ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan
uang atau sumber daya lain di masa depan”.

3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas:

a. Pengakuan belanja terjadi pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi
akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan
dalam suatu transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima



barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di
masa depan.

c. Terhadap belanja yang belum dapat terbayarkan akibat tidak tersedianya uang di kas
daerah dapat diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan kewajiban
pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan
tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Belanja yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal
pelaporan belum dibayarkan merupakan kewajiban dan diakui sebagai Utang Pihak
Ketiga.

d. Terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan anggaran atas penyelesaian
kewajiban dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

{.;’?,Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



,(n_] PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
=< BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Ji Poros Andeolo No 1 Tlp (081824727)

Andoolo, 5 Mer 2021

Kepada
Nomor 9002482 Yth Ketua Komite Standar
Lampiran © Akuntanst Pemenmniah (KSAP)
Perthal Konsultasi dan di-
Permintaan Pendapat Jakarta

T4

Dalam rangka kami menyusun LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tabun 2020
kami berupaya menvesuatkan Standar Akuntansi Pemenntah dengan harapan mendapa
Opinmt WTP dani BPK atas LKPD dimaksud, bersama im kami meminta pendapat KSAP
tentang cara menyajikan informasy kesangan mengena kajadian pengeluaran kas dacrah
daliam tahun 2020 aws pencarran sejumlah SP2D vang diterbitkan tahun 2019 dengan
latar belakang kondisi sebagan benkut
1. LKPD TA 2019 telah menvajikan realisasi belanja sejumlah Rp 98 519 545 647 04

atas penerbitan sejumlah SP2D semln) Rp 98 519 545 64700 pada twhun 2019
berdasarkan jurnal dibawah 1

Belanja Pegawai Rpl7.792 226 500,00
Belama Barang dan Jasa Rpt 106,493 192,00
Belanja [Hibah Rp2.403.940.602.00
Belanja Modal Tanah Rp631 335 000 (1)
Belanja Modual Peralatan dan Mesin - Rp6.245.019,302,00
Belanja Modal Gedung dan BangunanRp17.533.555 595,00

Belanja Modal Jalan, Janngan dan InstalasiRp43 898 889 756,00
Belanja Modal Aset Tetap Lmnnya  Rpl 142.300,000,00

I'ranster Rp765 78520000
Perubahan SAL RpY8 519 54564700
Beban Pegnwm Rp17.792.226.500.00
Beban Barang dan Jasa Rp 6106 493 192,00
Beban Hibah Rp 2403 940 602 00
Beban Transfer Rp 765 785.200,00
l'anah Rp 631 335 000,00
Peralatan dan Mesin Rp 6245019 802 (46
Gedung dan Bangunan Rp 17.533.555 595,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 45 898 889 756 U0
Aset Tetap Lainnya Rp 1142 300 000,00
R'K PPKD RpY8.519.545.647,00

R/K SKPD Rp98 519 545 647 00

Kaos di Kas Dacrah Rp8&7 968 (157 629,00

Utang PFK Rp 10351 488 018,00

Sampar akhir tahun 2019 belum terjadh pengeluaran kas dan Kas Daerah atas sejumlah
SP2D tersebut (sebur sapu SP2D 2009 Owisianding) karena ketersedman ka di Kas
Daerah ndak mencukup

Konsekuensi pengakuan realisas) belanga tersebut anatar lain saldo kas di Kas Dacrah
pada Neraca TA 2019 menjadi minus Rp81.20 Milyar, padahal saldo ol kas masih
posinf . Konsekwensi  lamnya adalah LRA  TA 2019 menyapkan sisu huarang
pembiavaan Anggaran { SIKPA ) Rp80,87 Milvar



3 Schubungan dengan hal tersebut di atas BPK memberikan  Opiu WDP atas LKPD
TA2019, dengan pengecuahian atas Akun Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irijan (J1))
vang overstated secara matenial, akun kas i Kas Daerah minus Rp81.20 Milvar dan
akun Utang Jangka Pendek Lamnnya vang wedersiated secara matenal

4 Pada tahun 2020 SP2D TA 2019 Oustanding secara berangsur-angsur dicairkan dalam
remang waktu antar  Bulan Januare 2020 sampair dengan Nopember 2020 seinang
dengan mular mencukupinva kas daerah secara bernngsur Pengeluaran kas karena
pencatran SP2D 2019 outstanding tersebut belum/tidak diakw sebapar belanja sehingga
LRA TA 2020 (unaudited) belumvtidak menyajukannya scbagm reahsasi belanja
Namun kami membuat pengungkapan (disclosure) di Cal K atas setiap akun belanjanya

Berkenaan dengan kondisi di atas, kami mohon penjelasan tentang cara menvajikan
informasi keuangan mengena kejadian pengeluaran kas daerzh selamatahun 2020 semim
Rp98 519 545 647 dimaksud, sehigga penyvapannya sesuan dengan SAP

1 Apakah penvapan informast kevangan vang kama lakukan melalui pengungkapan di
Cal.K atas setiap akun belanjanva sudah memamda dan sesuai dengan SAP 7

2 Selain mengungkapkan di CalK. apakah harus menvapkannvadi LRA tahun 2020

dengan

&  Mengakwnya sebagan realisasi pada masing-masing belama, dengan konsekuens
Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan. serta Belanja Modal Tanah di LKA
melampaur anggarannya (Catatan © APBD TA 2020 udak menganpggarkan pencairan
SP2D 2019 outstanding, baik sebagm belama maupun pengeluaran pembiayaan) dan

b Mengorekst reahisas: Penenimaasan Pembiayaan-Penggunaan Stk PA 7

Manakala cara penvajian pada buruf | dan 2 datas belum/tidak memadm, bagaimana

cara penyajian/pelaporan yang memadai ?

(¥

Demikian beberapa hal vang kami konsultasikan, pendapat dan penjelasan sangat
kam harapkan. Atas jawaban dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

a.n. BUPATI KONAWE SELATAN
KEPALA BADAN KEUANGAN
DANASET DAERAN

r. SAHLUL, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, Gol.IVie
NIP. 1971041 12001121002

Tembusan Kepada Yih, ©

I Bupat Konawe Selatan di Andoolo

Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Sulawesi Tenggara di Kendan

3 Ketua DPRD Kab Konawe Selatan di Andoolo

4 Arsip

2



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710

website: www.ksap.org/email: sekretariat. ksap@amail.com

Nomor : S-4e/K.1/KSAP/V/2021 28 Mei 2021
Sifat . Segera
Hal : Pendapat atas Penghapusan Utang

Yth. Bupati Jeneponto

di Bontosunggu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/357/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 hal

Penghapusan Utang, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.

PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, pada paragraf 18 dinyatakan bahwa “Kewajiban diakui jika

besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".

PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan

Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Dihentikan (Revisi 2020):

a. Paragraf 25 menyatakan bahwa Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan,
pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan
antara lain karena:

i. keterlambatan bukti transaksi;
ii. kesalahan perhitungan matematis;
iii. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
iv. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
v. kecurangan

b. Paragraf 34 menyatakan bahwa “Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang
bersangkutan dan akun terkait".

Pencatatan akuntansi atas suatu transaksi didasarkan atas keberadaan suatu dokumen

sumber. Entitas tidak mengakui kewajiban apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang

mendasari timbulnya kewajiban tersebut. Untuk pembetulan akun kewajiban dan akun
terkait dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

ﬁfSumiyati

Tembusan:

1.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



BUPATI JENEPONTO

JALAN LANTO Dg. PASEWANG NO 34 BONTOSUNGGU TELP. 0419-21022 Kode Pos 92311

Jeneponto,21 Mei 2021

Kepada
Nomor : 900/357/V/2021 Yih. Ketua Komite Standar
Lamp : - Akuntansi Pemerintah (KSAP)
Perihal : Penghapusan Utang Di -

Tempat

Sehubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Jeneponto kepada Pihak Ketiga dari
Tahun 2008 s.d 2020 yang hingga saat ini belum diklaim dan selalu menjadi temuan BPK-RI
Perwakilan Propinsi Sul-Sel dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Jencponto tiap tahun, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan
Langkah-langkah sebagai berikut ;

1. Menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tatacara
Penyelesaian dan Penghapusan Utang Dacrah tanggal 3 Februari 2021;

2. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 900/97/2021 tentang
Penghapusan Kewajiban yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Jencponto Tahun Anggaran 2020;

3. Mengumumkan pada website resmi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, radio lokal
Turatea Kabupaten Jeneponto serta beberapa media online;

4. Mengumumkan pada Media Cetak surat kabar Tribun Timur (Media Lokal) sclama tiga
hari berturut-turut pada tanggal 27 s.d 29 Januari 2021,

Namun masih menjadi temuan karena tidak diketahuinya alamat atau identitas Pihak
Ketiga sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidnk dapat mengambil surat
pemyataan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sebagai syarat, Oleh
sebab itu kami minta saran dan solusi atas permasalahan utang Pemerintah Kabupaten

Jeneponto tersebut.
Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri Bina Keuangan Daerah

Menteri Keuangan RI

Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan SUL-SEL
Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto

Inspektur Kabupaten Jeneponto

e



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/emalil: sekretariat.ksap@amail.com

Nomor 1 S- B /K. 1/KSAP/VI/2021 joJuni 2021
Sifat . Segera

Hal : Pendapat atas Kebijakan Khusus Penatausahaan Alat Gelas

Yth. Sekretaris Utama BPOM

di Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B - KU.04.01.2.021.05.21.05 tanggal 31 Mei

2021 hal Permohonan Kebijakan Khusus Penatausahaan Alat Gelas, dengan ini dapat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan Paragraf 4 PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan, dinyatakan bahwa
“Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.”

Sesuai dengan Paragraf 5 PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan, dinyatakan bahwa:

“Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintahan.”

Sesuai dengan Paragraf 4 PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, dinyatakan bahwa:
“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

“Masa manfaat adalah:

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik.”

Sesuai dengan Paragraf 15 PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, dinyatakan bahwa:
“Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya
dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria
sebagai berikut:

(a) Berwujud;

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.”



Berdasarkan hal tersebut di atas dan mempertimbangkan sifat fisik dari alat gelas laboratorium
yang rentan rusak/pecah, maka kami berpendapat alat gelas laboratorium tersebut disajikan
sebagai persediaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantal 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat. ksap@amail.com

Nomor . S-52/K.1/KSAP/VIf2021 2 £ Juni 2021
Sifat . Segera
Hal . Pendapat atas Aset Tak Berwujud

Yth

. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Pertanian

di Jalan Harsono RM Nomor 3, Pasar Minggu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 2814/PL.040/A4/06/2021 tanggal 11 Juni

2021 hal Koordinasi Penatausahaan Aset Tak Berwujud,-dengan ini dapat kami sampaikan

hal-

1.

hal sebagai berikut:

Sesuai dengan Paragraf 56 PSAP 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dinyatakan
bahwa:

“Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang
digunakan masyarakat umum.”

Sebelum PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB) diterbitkan melalui
penetapan PMK Nomor 90/PMK.05/2019, pada tahun 2011 KSAP telah menerbitkan
Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud yang telah digantikan
dengan penerbitan Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
Berbasis Akrual. Secara substantif pengaturan Aset Tak Berwujud pada PSAP 14 tidak
berbeda dengan pengaturan ATB pada Buletin Teknis SAP Nomor 17.

PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud:

a. Paragraf 5 menyatakan bahwa “Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu
tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.”

b. Paragraf 7 huruf c menyatakan bahwa salah satu jenis ATB berdasarkan jenis sumber
daya adalah Hak Paten dan Hak Cipta.

c. Paragraf 10 menyatakan bahwa “"Aset Tak Berwujud diakui jika:
- Dapat diidentifikasi,
- Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa
mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.”

Terkait dengan Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal, pengakuannya
mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 17 s.d. 25 dan pengukurannya mengikuti
ketentuan yang diatur dalam paragraf 41 s.d. 50 PSAP 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Pertanian perlu menetapkan kebijakan

akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi ATB yang spesifik yang terdapat pada



Kementerian Pertanian dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
serta Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat. ksap@amail.com

Nomor : S-59/K.1/KSAP/VII/2021 \4 Juli 2021
Sifat : Segera ’
Hal . Pendapat atas Kebijakan Akuntansi Persediaan

Yth.

Bupati Magelang
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/1945/23/2021tanggal 30Juni 2021 hal

Kebijakan Akuntansi Persediaan Pemerintah Kabupaten Magelang, dengan ini dapat kami
sampaikan hal-halsebagaiberikut:

1

Tembusan:

1.

Sesuai dengan Paragraf 17 PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, bahwa:

“Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:

a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang;

b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidakmaterial dan
bermacam-macam jenis.”

Metode FIFO (First In First Out) sebagaimana dimaksud pada Paragraf 17 adalah
metode penilaian/perhitungan persediaan dalam rangka penyajian dalam laporan
keuangan. Metode FIFO bukan berarti secara fisik barang persediaan yang pertama kali
dibeli, maka secara fisik pertama kali harus digunakan/dipakai.

Dengan metode FIFO, entitas dapat menentukan persediaan secara fisik mana yang
pertama kali digunakan/dipakai karena pertimbangan kedaluarsaan, namun dalam
memperhitungkan nilai persediaan yang digunakan/dipakai tersebut, entitas
menggunakan nilai persediaan yang pertama kali dibeli/diperoleh pada tahun pelaporan
yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil
Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org’email. sekralanat ksap@gmail.com

Nomor : S-66/K.1/KSAP/VIIN2021 1o Agustus 2021
Sifat Segera
Hal Konsultasi lerkait Standar Akuntansi Pemerintahan

tentang Instrumen Keuangan

Yth. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Danadyaksa
Jalan Cikini Raya No. 91 Jakarta 10330

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-33/LPDP/2021 tanggal 7 Juni 2021 hal

sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Pengaturan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait investasi pemerintah saat ini diatur dalam
PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (revisi 2016).

PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (revisi 2016):

1

a.

Paragraf 6 menyatakan bahwa Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

. Paragraf 9 mengatur bahwa investasi pemerintah diklasifikasi menjadi dua yaitu investasi
jangka pendek dan investasi jangka panjang. Inveslasi jangka pendek merupakan
kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset
nonlancar.

. Paragraf 13 mengalur bahwa investasi jangka panjang dibagi menurut maksud

berinvestasi, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan
Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan.

. Paragraf 27 mengatur bahwa investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi

jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak unluk dimiliki berkelanjutan, dinilai
sebesar nilai perolehannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan tujuan perolehan investasi berupa obligasi korporasi
dalam kerangka pengelolaan dana abadi merupakan bagian dari kegiatan investasi yang
pencatatan dan pelaporannya, mengacu pada PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016).

Tembusan:

1.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannva diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif,
dan

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
GEDUNG DANADYAKSA, JALAN CIKINI RAYA NO 91, JAKARTA 10330
TELEPON (021) 23951607, FAX (021) 21232518, LAMAN: LPDP.KEMENKEU.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON:134 DAN SUREL:
KEMENKEU.PRIME@KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S$-33/LPDP/2021 07 Juni 2021
Sifat . Segera
Lampiran Po-
Hal : Konsultasi Terkait Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Instrumen
Keuangan
Yth. Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di Jakarta
Sehubungan dengan perihal pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai
berikut.
1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di

lingkungan Kementerian Keuangan yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
252/PMK.01/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 47/PMK.01/2020 mempunyai
tugas melaksanakan pengelclaan dana abadi untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi berikutnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPDP melakukan
investasi dana abadi dalam berbagai instrumen investasi (deposito, surat utang negara, obligasi
korporasi, saham) untuk mendapatkan imbal hasil.

Sepanjang tahun 2015 — 2018, LPDP melakukan pembelian obligasi korporasi yang oleh
manajemen diintensikan sebagai instrumen keuangan yang memenuhi karakteristik siap setiap
saat dijual/available for sale/AFS pada kategori investasi jangka pendek.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLU, Ditjen Perbendaharaan dalam surat S-9051/PB.5/2018, disampaikan bahwa tidak terdapat
kesesuaian praktik yang dilaksanakan LPDP dalam kepemilikan obligasi korporasi karena
secara tenor tidak dapat dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Hal ini mengingat
obligasi AFS yang dimiliki LPDP belum pernah dilakukan penjualan sehingga lebih tepat
dikategorikan sebagai instrumen keuangan yang memiliki karakteristik untuk dimiliki sampai
dengan jatuh tempo/held to maturity/HTM.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana disebutkan pada
poin 3, LPDP telah berkonsultasi kepada regulator (dalam hal ini Direktorat Pembinaan
Pengelolaan Keuangan BLU serta Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb) dan
APIP (dalam hal ini Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal) untuk melakukan reklasifikasi obligasi
korporasi dari kategori AFS ke HTM.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan regulator dan APIP, diperoleh hasil bahwa reklasifikasi
sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen. Untuk itu, LPDP perlu menyusun kebijakan
teknis internal dengan memperhatikan best practice (penetapan syarat perubahan intensi atau
melakukan uji tuntas dalam menentukan model bisnis pengelolaan aset instrumen keuangan).
Kebijakan teknis tersebut setidaknya mengatur klasifikasi instrument keuangan, syarat dan
waktu diperbolehkan terjadi perubahan intensi manajemen (reklasifikasi), serta syarat dan
waktu penjualan.

Mengingat belum terdapat Standar Akuntansi Keuangan tentang Instrumen Keuangan yang
dapat dijadikan acuan bagi manajemen dalam menyusun kebijakan teknis sebagaimana
disebutkan pada poin 5, Inspektorat VI bahwa berpendapat LPDP perlu melakukan konsultasi
kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terkait hal tersebut.



7. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kami mohon pendapat dari KSAP kiranya
terdapat produk dari KSAP yang dapat kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun
kebijakan teknis terkait instrumen keuangan. Apabila belum tersedia, mohon pendapat kiranya
LPDP dimungkinkan untuk menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
71 (Penyesuaian Tahunan 2020) Instrumen Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan lkatan Akuntan Indonesia sebagai tolok ukur best practice dalam
penyusunan kebijakan teknis terkait instrumen keuangan pada LPDP.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih.

Direktur Utama

Andin Hadiyanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Jenderal

3. Inspektur Jenderal



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakaria 10710
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat. ksap@gmail.com

Nomor :S- T4 K AKSAP/IX/2021 24 September 2021
Sifat : Segera
Hal . Tanggapan Permintaan Pendapat

Yth

. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Jalan Padang Aro - Timbulun

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/73/BPKAD-2021 tanggal 9

Februari 2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1.

Tembusan:

1.

2.

Sesuai dengan Paragraf 18 PSAP 07 tentang Akuntasi Aset Tetap, dinyatakan bahwa:

“Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.”

Sesuai dengan Paragraf 19 PSAP 07 bahwa:

“Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah
terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya
sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor ..."

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis
Akrual dalam Subbab 2.3. Pengakuan Tanah, bahwa:

“Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus diakui dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan."

Sehubungan dengan hal tersebut kami berpendapat Pemerintah Kabupaten Solok
Selatan dapat mengakui aset tetap tanah sepanjang sudah ada bukti pengalihan hak
kepemilikan atau kepenguasaan atas tanah dari pihak PT Mitra Kerinci kepada
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan tanah telah dikuasai dan atau digunakan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil
Ketua Komite Konsultatif KSAP.



| it
=

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jin Padang Aro - Timbadur . Telp. Fax, (1755 i 583335

Padang Aro,§ Februari 2021

Nameor 900/ T3 /BPKD-2021 ) .
Lampiran ; 1 (satu] rangkap Kepada Yth:
Perihal Permintaan Pendapat Ketua Komite Kerja

Komite Standar Aluntansi
Pemerintah [KSAP)

Di-
Jakarta

Nengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerinteh

Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020, terdapat permasalahan

terkait dengan penvajian ase! tetap berupa tanah denpan kronologis

sebagai berikut:

1.

Terdapat pekerjaan pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan di atas
tanah HGU perkebunan teh PT. Mitra Kerinei yang dimulai pada Tahun
Anggaran 2018.

. Mekanisme penggantian tanah menggunakan sistem ganti rugi, dan

melahirkan kesepakatan antara Pemkab. Solok Selatan dengan PT. Mitra
Kerinci tanggal 24 Juli 2018 tentang ganti rugi pengadaan tanah
Pembangunan Mesjid Agung yvang ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian
Pengikatan Pelepasan Mak No. 62 tanggal 26 Desember 2018 tenlang
pelepasan hak atas tanah melalul mekanisme kompensasi sebesar
Rp2.674.757.000,00.

. Besaran Kompensasi tanah sebesar Rp. 2.674.757.000,00 merupakan

hasil perhitungan Appraisal KJPP ABDULLAH FITRIANTORO & RERKAN
tanggal dengan kontrak No. 600/ SPK/Pertanahan/DPUTRP/I1-2018
tanggal 19 Maret 2018,

. Sampai dengan 31 Desember 2020, Pemkab. Solok Selatan belum

menyelesaikan kewajiban kepada PT. Mitra Kerinc: atas ganti rugi tanah

tersebut dikarenakan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan teh PT. Mitra



Kerinci masih dibawah penguasaan PT. Perkcbunan Nusantara IV
(diinventarisir dari Buku Tanah BPN). terkait permasalah terscbut,
Kementerian ATR/BPN belum dapat mengeluarkan ijin pelepasan hak
yang merupakan dasar bagi Pemkab. Solok Selatan untuk
merealisasikan pembayaran atas ganti rugi tersebut.

5. Untuk kebutuhan Pelaporan saat ini, apakah Pemkab. Solok Selatan
boleh mencatat nilai tanah sebagai aset tetap tanah sebesar nilai
perhitungan appraisal Rp2.674.757.000,00 dan mengakui adanya
hutang sebesar nilai tersebut serta ditambahkan dengan biaya perolehan
lainnya yang akan diatribusikan kedalam biava perolehan tanah. Untuk
itu, kami mohon petunjuk dan saran dari Komite Standar Akuntansi
Pemerintah.

Demikianlab kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Pembina Tk.l /NIP, 196607191992021001

Tembusan: LisampalkaukepadaXih :
1. Yih, Bupati Solok Sclatan (Sebagai Laporan|;
2. Rrtua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.
3. Kepala Perwakilan BPK R] Provinsl Sumatera Barat di Fadang:



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMQ NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-T5/K.1/KSAP/IX/2021 24 September 2021
Sifat . Biasa
Hal : Rekomendasi Hasil Kajian Data Mikro

Yth.

Sekretaris Utama,
Badan Pusat Statistik
di Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor B-335/02000/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 hal

Permohonan Rekomendasi Hasil Kajian Data Mikro dalam Kaitan dengan Penentuan Aset,
dapat kami sampaikan bahwa dalam PSAP 14 Aset Tak Berwujud:

1.

Paragraf 10 menyatakan bahwa “Aset Tak Berwujud diakui jika:

a. Dapat diidentifikasi;

b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;

c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa
mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal".

Paragraf 17 menyatakan bahwa “Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB
memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
a. Tahap penelitian/riset; dan

b. Tahap pengembangan

Paragraf 18 menyatakan bahwa "Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas
penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat
diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada
saat terjadi".

Paragraf 21 menyatakan bahwa “"ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan
pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat
memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:

a. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan
atau dimanfaatkan;

b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB
tersebut;

c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;

d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;

e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup
untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB
tersebut;

f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang
diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Paragraf 23 menyatakan bahwa “Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas
pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB".

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:



1. Aset Tak Berwujud yang berasal dari perolehan internal, hanya biaya yang berkaitan
dengan pengembangan Aset Tak Berwujud yang dapat diakui sebagai Aset Tak
Berwujud. Biaya yang terkait dengan penelitian tidak diakui sebagai Aset Tak
Berwujud namun diakui sebagai beban.

2. Terkait dengan pengakuan Data Mikro sebagai Aset Tak Berwujud, Badan Pusat
Statistik agar melakukan dapat pengujian apakah syarat pengembangan seperti
dalam PSAP 14 paragraf 21 terpenuhi. Jika terpenuhi maka biaya perolehan data
mikro dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Biaya yang dikapitalisasi dalam aset
tak berwujud adalah biaya yang dikeluarkan setelah syarat pengembangan telah
terpenuhi dan biaya yang telah terjadi sebelumnya diakui sebagai beban.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



(2! ¥ ' BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-335/02000/06/2021 Jakarta, 24 Juni 2021
Lsmpiran 1 (satu) Set
Pearihal . Permohonan Rekomendasi Hasll Kajian Data Mikro

dalam Kailan dengan Panentuan Aset

Yang Terhormat:
Komite Standar Akuntansi Pemarintahan (KSAP)
Gedung Priyadl Praptosuhardjo 111 Lt 2
JI. Budi Utomo No. 6
di-
Jakarta Pusat

Badan Pusat Staustk (BPS) dalam melaksanakan tugasnya, secara rutin
menghasilkan data untuk psmerintah. Data tersebutl merupakan produk dar
pekerjaan utama BPS. Data yang dihasilkan oleh BPS ini lersedia dalam benluk
data makro {agregat) yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel, Selain itu
BPS juga menghasilkan dala mikro yaillu data tentang karakteristik unit populasi
yang dikumpulkan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan
cara lain sesual perkembangan iimu pengetahuan dan teknologi

Senubungan dengan data mikro yang dinasilkan cleh BPS, saat ini BPS lelah
melakukan kajian data mikro dalam kaitannya dengan penentuan asel berdasarkan
kriteria penentuan Aset Tidak Berwujud (ATB) dalam PMK Nomar S0/PMK.05/2019.
Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa dala mikro tidak masuk dalam kriteria aset
lidak berwujud. Terkait hal ini, mohon bantuan dar Komite Standar Akuntansi
Pemarintahan (KSAP) untuk dapat memberikan rekomendas alas hasil kapan data
mikro dalam kaitan dengan penentuan asel yang lelah dilakukan BPS tersebut
(tertampir)

Demikian disampaikan permohonan kami. Atas bantuan dan keria sama yang
baik, kami sampaikan lerima kasih ool Sy

< Py Sé{'(rtsat‘;:lr'is Utama
4 Qﬁéi’go Yuwono
Tembusan,
Kepala BPS (sebagai laporan)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praplosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Website: www . ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor 'S - J6 IKA/KSAP/IX/2021 2| September 2021
Sifat : Segera
Hal : Bantuan Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
JI. Wahidin Sudiro Husodo Tulungagung

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/1200/407.206/2021 hal tersebut pada
pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat dimaksud, Saudara menyampaikan bahwa BLU RSUD dr. Iskak
Tulungagung mendapatkan bantuan alat kedokteran (alked) dan alat kesehatan (alkes)
dari Kementerian Kesehatan R| dan BPBD Provinsi Jawa Timur yang telah
diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, namun dalam
BAST dimaksud beberapa barang tidak tercantum nilainya sehingga kesulitan dalam
penyusunan laporan keuangan. Disampaikan juga bahwa untuk beberapa barang yang
tidak tercantum nilainya tersebut tidak dimasukkan dalam neraca namun diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

2. Sesuai dengan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, dalam paragraf 15, dinyatakan
bahwa “Persediaan disajikan sebesar: (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian; (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; (c)
Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.”

3. Sesuai dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap:

a. Paragraf 23 menyatakan bahwa “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk
diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan”.

b. Paragraf 24 menyatakan bahwa "Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya
aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh”.

c. Paragraf 45 menyatakan bahwa "Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi)
harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan”.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa:

a. Sesuai dengan PSAP 05 Akuntansi Persediaan dan PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap,
pencatatan atas persediaan dan/atau aset tetap yang diperoleh dari bantuan dan tidak
diketahui biaya perolehannya, dinilai menggunakan nilai wajar pada saat aset
diperoleh.

b. Pencatatan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak harus melalui
proses penilaian kembali (revaluasi), namun dapat dilakukan dengan proses penilaian
harga wajar oleh penilai pemerintah atau penilai publik atau berdasarkan taksiran
harga wajar yang ditetapkan oleh entitas sesuai dengan ketentuan yang mengatur
Barang Milik Daerah.



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite
Konsultatif KSAP; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK

JI. Dy Wahidin Sudite Husodo Telp 322609 Fax. 322165
TULUNGAGUNG 65224
=Ml @ vsu_iskali_tafvahoo.com

Tulungagung, Y Pebruari 2021

Namor agp/ 00 1407 Z06/2021 Kepads
Sifat Szgera Yih Sdr. Ketua Kemile Standar Akuntans:
Lampiran 1 {Satu) Berkas) Pemerintahan
Ferihal Bantuan Alked dan Alkes Gedung Prijadi Praptosuhardjo 1 LL 1

JI. Budi Utorno No. & Jakaria

di

JAKARTA

Dilaporkan dengan hormat bahwa. dalam mass pandemic Covid-18% tahun
2020 BLUD RSUD dr Iskak Tulungagung mendapat bantuan alat kedokieran dan alat
kesehatan dari Kementerian Kesehatan Bl dan BPBD Prowvingi Jawa Timur.
Penyerahan bantuan aiat dimaksud untuk kelzncaran penanganan pasien Covid-19
dan disertskan Berta Acara Serah Terima (8AST) Sarang. Namun dalam Berita
Acara dimaksud ada beberaps barang yang besaran nilanya tdak disertakan
sehingga menyulitkan pada saat penyusunan laporan keuangan,

Berxaitan dengan hal tersebut dan dalam rangks mempercepat penyusun
laporan keuangan, maka bantuan beberapa barang yang besaran nilainya tidak ada
tidak kami masukkan dalam neraca tetapl kami disclosure dajlam Catatan stas
Laporan Keuangan (CaLK). Selanjutnya langkah-langkah yang kami tempuh adalah
persurat dan melakukan kiarifikasi kepada unit kerfg pemberi bantuan berkenaan
dengan nilai barang yang diserankan. {Bukti Surat Terlampir}.

HBerdasarkan uraien dan kendala dimaksud diatas kami mohon petunjuk gan
zrahan dari KSAP agar penygjian laporan keuzngan kami berstatus wajar,

Demikian untuk menjadikan periksa dan mchon dapalnya diberikan jawaban
secepatnya, atas kerjasamanya disampaikan tenma kasin

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM CAERAH

Fembing Tk 1
650204199403 1 003



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Ill Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor © S-TF/K.A/KSAP/IX/2021 24 September 2021
Sifat . biasa
Hal . Permohonan Pendapat Pengakuan Pendapatan

dan Belanja yang bersumber dari APBN

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Wonosobo
Jalan Pasukan Ronggolawe No.23 Wonosobo

Sehubungan dengan Saudara Nomor 020/0131/2021 tanggal 19 Februari 2021 hal
tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa merujuk surat kami sebelumnya Nomor
020/K.1/KSAP/2020 tanggal 31 Januari 2020, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan
ketentuan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02,
khususnya poin 3.b (5) dan 3.c, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara
langsung ke Rekening Kas Desa tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah dapat diakui
sebagai pendapatan transfer dan belanja sesuai dengan jenis belanja yang berlaku pada
Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pasukan Ronggolawe No. 23 Wonosobo, Kode Pos 56311 Telepon:

(0286) 321245, Faksimile (0286) 321735, e-mail.

bppkad@_v_vonusobokab.go‘id. Website' bppkad . wonosobokab go.id

e — s

Wonosobo, 19 Februari 2021

020/ 92" 12021 Kepada:

Segera Yth. Komite Standar Akuntansi
- Pemerintahan
Permohonan Pendapat Di -

Pengakuan Pendapatan JAKARTA

dan Belanja yang

bersumber dari APBN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-

222/MK.07/2020 tentang Pengelolaan dana Desa Bersama ini kami

sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN,

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka
penatausahaan dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah
melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana
Desa;

Ketentuan Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa pencatatan
pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN),

Ketentuan Pasal 37 ayat (4) menyatakan bahwa Pencatatan
Belanja Dana Desa dilaksanakan dengan SP2D Pengesahan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar
rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM
SPAN),

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2020
telah menganggarkan Dana Desa pada APBD yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas mengingat mekanisme
penyaluran Dana Desa lersebut secara langsung ke Rekening

Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah



(RKUD) serta dengan kondisi Pemerintah Desa bukan entitas
pada Pemerintah Kabupaten mohon pendapat berkaitan
dengan Pengakuan Pendapatan dan Belanja Dana Desa atas
ketentuan Pasal 37 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri
keuangan No: PMK-222/MK.07/2020 serta penyajian pada

Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas

kerjasamannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATE?J WONOSOBO

ﬂi‘h y

JUNAEDISKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 198803 1 012




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO IlI Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-T/K.A/KSAP/IX/2021 2/ September 2021
Sifat . Segera
Hal : Pendapat Terkait Pengakuan dan Penyajian Hak Pemerintah

Yth.

yang Sudah Jatuh Tempo Namun Belum Terbit Surat Tagihan

Kepala Biro Keuangan,
Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
di Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor T-1182/KU.04/SJK.4/2021 tanggal 18 Agustus

2021 hal Permintaan Pendapat Terkait Pengakuan dan Penyajian Hak Pemerintah yang
Sudah Jatuh Tempo Namun Belum Terbit Surat Tagihan, dapat kami sampaikan sebagai
berikut:

1.

Tembusan:

1.

2.

Buletin Teknis 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, pada Subbab 3.2 Pengakuan
Piutang Berdasarkan Pungutan disebutkan bahwa “..... Pengakuan piutang yang berasal
dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang
mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenubhi kriteria:

a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.”

Buletin Teknis 23 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, pada Subbab 3.12.1.2
Pendapatan Nonperpajakan di Bidang Pertambangan umum disebutkan bahwa *
Pengakuan pendapatan royalti mengikuti mekanisme penyetoran yang ditetapkan
Pemerintah..".

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa pengakuan piutang yang
berasal dari pungutan mengikuti ketentuan pengakuan pendapatan pungutan tersebut.
Terkait dengan pengakuan pendapatan PNBP yang berasal dari penjualan mineral dan
batubara, dapat diakui setelah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan dan telah
dilakukan penagihan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 18 JAKARTA 10110

KOTAK POS : 1344/JJKT 10013 TELEPON: (021) 3804242 (3 SALURAN) FAKSIMILE: (021) 3507210 emall seljien@esdm.goad

Nomor : T-1182/KU.04/SUK 4/2021 18 Agustus 2021
Sifat : Segera

Lampiran -

Hal : Pengakuan dan Penyajian Hak Pemerintah

Yang Sudah Jatuh Tempo Namun Belum Terbit Surat Tagihan

Yang terhormat,
Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Di Jakarta

Berdasarkan catatan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian
ESDM Tahun 2020 yang menjelaskan Pendapatan PNBP — Laporan Operasional (LO)
pada Kementerian ESDM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar
Rp38.273.332.243.127.00. Selain pendapatan PNBP yang telah diterima Negara dan
disajikan tersebut, terdapat transaksi atas penjualan mineral dan batubara tahun 2018
s.d. 2020 yang telah dilakukan verifikasi final dan sudah diterbitkan kode billing namun
belum dilakukan penagihan kepada Wajib Bayar sebesar Rp295.117.715.326,21 dan
UsSD70,116,772.05.

Dapat kami sampaikan kronologis sebagai berikut:

1. BPK berpendapat bahwa sesual dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) 12 paragraf 19 menjelaskan bahwa “Pendapatan LO diakui
pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau saat pendapatan direalisasi yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi";

2. Berdasarkan Buietin Teknis Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual
disebutkan bahwa “"Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk
melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam,
berkewajiban menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan. Piutang ini
baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya,
yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu
apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum
ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang
lersebul dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih.
Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk
disajikan di neraca";

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bahwa "Pengakuan Piutang Bukan Pajak



dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan negara bukan
pajak. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Bukan Pajak, harus dipenuhi kriteria
sebagai berikut:

1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau

2) Telah diterbitkan surat penagihan”.

Perlu kami sampaikan bahwa untuk menerbitkan surat ketetapan/penagihan
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk verifikasi disebabkan karena

banyaknya jumlah perusahaan sementara sumber daya manusia kami terbatas,
serta penerbitan surat ketetapan/penaginan masih difakukan secara manual;

Pada LK Kementerian ESDM Tahun 2020 Unaudited kami melakukan pencatatan
atas saldo PNBP yang telah jatuh tempo namun belum terbit surat tagihnya dengan
menggunakan akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (PYMHD).
Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat bahwa “Pendapatan yang
masih harus diterima yaitu pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara
akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena
belum waktunya untuk dibayar/ditagih”;

BPK berpendapat bahwa pencatatan dengan menggunakan akun PYMHD adalah
tidak tepat karena pada dasamya PNBEP tersebut sudah ada hak tagih dan sudah
waktunya untuk dibayar/ditagih namun belum terbit surat penagihannya;

Berdasarkan poin-poin yang kami jelaskan di atas, mohon pendapat dan

pandangan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terkait permasalahan yang
kami hadapi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas
saldo PNBP yang telah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal pelaporan belum
terbit surat ketetapan/penagihannya.

Demikian kami sampaikan, untuk tanggapan/saran dapat disampaikan melalui pos

elektronik akuntansi@esdm.qgo.id dan/atau akuntansi.slkd@gmail.com.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih,

Pit. Kepala Bira Keuangan

Muhammad Rizwi JH

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal KESDM

2

Inspektur Jenderal KESDM



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NQO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor . S-8U/K.1/KSAP/IX/2021 29 September 2021
Sifat : Biasa
Hal : Pencatatan Benda Cagar Budaya

Yth. Inspektur Daerah,
Pemerintah Kota Cirebon
Jalan Siliwangi No.113, Cirebon

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 700/454-Sekre tanggal 13 September 2021
hal permintaan masukan atas pencatatan benda cagar budaya, dapat kami sampaikan:

1. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa:
a. Paragraf 65 menyatakan bahwa “Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk
menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”,

b. Paragraf 83 menyatakan bahwa “aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain
nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud".

2. Paragraf 53 Kerangka Konseptual menyatakan bahwa “Laporan keuangan menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face)
laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, benda cagar budaya yang merupakan aset bersejarah
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Siliwangi No. 113 Tlp (0231) 206604 Fax. (0231) 206604

CIREBON

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Cirebon, 1% Sepiemeee. 0%

Kepada:
| FOO[AGA ~ SEleE Yih. 1. Komite Standar Akuntansi
: Penting Pemerintahan; dan
- 2. Kepala BPK Perwakilan
: Pencatatan Benda Cagar Provinsi Jawa Barat
Budaya

di -

Tempat

Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Daerah Kola Cirebon yang akuntabel, bersama ini dengan hormat disampaikan
bahwa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon terdapat banyak warisan
budaya bersifat kebendaan yang dikualifikasikan sebagai cagar budaya sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaanya kepada Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat
memberikan masukan/petunjuk terkait pencatatan benda cagar budaya tersebut
dalam Neraca maupun Catatan Ates laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

1 D INSREKTUR DAERAH

__ ﬁr\ﬁf N

Dre ASEP GINA MUHARAM
“Pembina Tingkat |
NIF’ 19690323 199006 1 001

Tembusan, Yth:

1. Wali Kota Cirebon, sebagai laporan:

2. Sekretaris Daerah Kota Cirebon; dan

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.



GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Ill Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710

g KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor . S-W/K.1/KSAP/IX/2021 z6September 2021
Sifat . Segera
Hal : Pendapat atas Perlakuan Penyusutan Aset Tetap yang

Yth.

hal

Dihentikan Penggunaannya

Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-134/KN/2021 tanggal 26 Agustus 2021
Permintaan Pendapat atas Perlakuan Penyusutan Aset Tetap yang Dihentikan

Penggunaannya, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1.

Paragraf 53 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa “Penyusutan adalah
alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.”

Buletin Teknis 18 Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual, pada BAB V, Subbab 5.8
Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya pada penjelasan mengenai penghentian
penggunaan disebutkan bahwa “Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan
manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak
digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset
yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-
lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak
berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak
berproduksi sementara, aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain, jika
digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis
penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau
saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan
dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak
digunakan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:

1.

Penyusutan dengan metode garis lurus atau saldo menurun ganda tetap dilakukan
terhadap aset tetap yang dihentikan penggunaannya selama aset tersebut memiliki masa
manfaat dan belum dipindahkan ke aset lain-lain.

Penyusutan dengan menggunakan metode unit produksi dilakukan selama aset tersebut
menghasilkan produksi.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap selama masih disajikan dalam neraca
pemerintah sebagai aset tetap.



4. Untuk Aset Tetap yang tidak disajikan di neraca pemerintah (misalnya karena
berdasarkan ketentuan tidak disajikan di neraca) tidak dilakukan penyusutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG BYAFRUDI PRAWIRAKEGARA (| LAMTA! 10 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOGMOR 2-4,
JARARTA t0710, KOTAK POS 3109 TELEPGN ((21) 34631324 FAX. (021) 3448350 EMUE

00 KN KM ENNE
Namor ¢ S-134/KN/2021 28 Agustus 2021
Slfat : Segera
Lamplran Do

Perigkuan Penyusutan Terhadap Aset Tetap yang Dihentikan Penggunaannya

Yth. Ketua Komits Kerja Komite Standar Akuntansi Pemeriniahan

Jatan Budi Utomo Nomor 6
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Surat Anggota |l Badan Pemertksa Keuangan (BPK) RI Nomor

46/SAV-XVA05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusal Tahun 2020, dengan hormat dapat kami sampaiken hal-hel sebegai
berikut:

1. Berdasarkan Leporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

tahun 2020, salzh satu temuan datam LHP LKPP 2020 terkalt dengan Aset Tetap adalah
“Kelidaksalarasan Perakuan Penyusuten Terhadap Aset Tetep yang Dihentikan
Penggunaannya Menunst Peraturan Menteri Keuasngan Nomor 65/PMK.C8/2017 dengan
Bufetin Teknis Stander Akuntansi Pemerintahan Nomor 18". BPK-RI berpendapat bahwa
terdapatl ketidakselarasan periakuan penyusutan terhadap Aset Telap yang dihentikan
penggunaannya antara Bulsiin Teknis Standar Akuntensi Pemerintah (SAP) Nomor 18
dengan Pasal 4 ayat (3) Pereturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.08/2017 dimana datam
Buletin SAP Nomor 18 dinyatakan bahwa perlakuan penyusulan atas Ase! Tetap tidak
disusutkan apabila Aset Tetap yang tidak berpreduksl atau tidak digunakan secare permanen
den dipindahkan ke Aset lain-lain. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kevangan Nomor
65/PMK.08/2017, periakuan penyusutan atas Asel Tetap tidak disusutkan apabila Aset Tetap
yang islah dihentikan darl penggunaan operagional pemerintah (telah dilakukan reklastfikas
ke aset lainnya) tersebut telsh diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang atsu
Pengguna Barang. Atas hal tersebut, BPK-RI merekomendasikan Menteri Keuangen untuk
melakukan penyempurnaen kebjjaken panyusulan Aset Tetap yang sudah tidak digunaken
untuk operasional Pemerintah dengan memperhatikan SAP.

Menanggapi temuan psmeriksaan sebagaimana angka 2 di atas, menurut hemat kami atas
periakuan penyusutan Aset Tetap yang dihentikan pengguneannya pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 66/PNVK.068/2017 telah selaras dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 bahwa
penyusutan aset tetap yang dihentikan penggunaannya tatap dilakukan penyusutan dan tidak
gken disusutkan apabila Aset Tetap tersabut telah diusulkan penghapusan kepada Pengelola
Barang atau Pengguna Barang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Penyusutan atas BMN berupa Aset Tetap yang juga diterapkan pada Barang Millk Negara
(BMN) berupa Aset Lainnya (esel yang dhentikan darl panggunaan operasional
pemerintah) sebsgaimana diotur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
65/PMIK.06/2017 pasal 18 ayat (1) disebulkan bahwa penyusutan ase! tetap dilakukan
dengan menggunakan metcde garis lurus;

b. Dalam Bulstin Teknis SAP Nomor 18 Bab V Hal-Hal Khusus yang Terkalt dengan
Penyusutan, pada bagian 5.8 Perubahan Eslimasi dan Konsekuensi, telah diatur
mengenai Aset Tetap yang tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen, tidak
disusutkan jika menggunakan mefode penyusutan berdasarkan unit praduks) dan dipindah
ke kelompok aset lain-lain. Akan letapi jika perhitungan penyusutan yang digunekan
adalah metode goris lurus atau saldo menurun gands, penyusutan ates aset telap tersebut
tetap dihitung. Hal In) diakukan dengan alasan aset letep tersebut tetap mengalami
penurunan nilai meskipun tidak digunakan.



3 Sebagai tindak lanjut &tas tanggapan temuan ssbagaimana angka 2 di atas. Menter
Keuangan juga telah menyampaikan actan plan untuk menindaklznuti temuan BPK-RI
tersebut dengan menyatakan bahwa Menten Ksuangan akan melakukan kcordinas: dengan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tarkait kebijakan penyusutan aset tetap
yang sudah txiak digunakan untuk eperasional Pemanntah,

4. Berkatan dengan hal-hal lersebul di atas. kami mohon bantuan Saudara untuk kiranya dapat
memberikan masukan dan/alau pendapat alas tamuan pemerksaan BPK-RI pada LHP LKPP
Tahun 2020 sebagaimana angka 2 di ates pade kesemoalan partama.

Demikian kanm sampaikan. Alas perhatian dan kara sama Saudara kami ucapkan lenma
kasih

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Rionald Silzban

Tembusan:

1 Manlen Keuangan

2. Wakil Menter Keuangan

3 Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
4 Direktur Jenderal Perbendaharaan
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website: www.ksap.org/email: sekretanat ksap@amail.com

Nomor : S-91/K.1/KSAP/XI/2021 04 November 2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat Terkait Penggunaan Kurs Penutup untuk Keperluan

Pelaporan Keuangan

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-84/PB.6/2021 tanggal 15 Juni 2021 hal
Permintaan Pendapat terkait Penggunaan Kurs Penutup untuk Keperluan Pelaporan
Keuangan, dapat kami sampaikan bahwa merujuk pada PSAP 01 Penyajian Laporan
Keuangan:

1. Paragraf 74 menyatakan “Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca”;

2. Paragraf 83 menyatakan “Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata
uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang
asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penjabaran aset moneter dan kewajiban dalam mata uang
asing dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral sebagaimana
dinyatakan dalam PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua

Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
g/ DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- GEDUNG PRUADI FRAPTOSUHARDXD Il LANTAL 1.2, JALAN SUDI UTOMO NO. & JARARTA 107T10; TELEFON. 021-
J IN4T000, 3443030 PSW. 3300: FAKSIMILE (021) 3064770; LAMAN: WWW DJPE KEMENKEU GO 1D

Nomor ;. S-84/PB.6/2021 15 Juni 2021
Sifat : Segera

Lampiran . Satu Berkas

Hal . Permintaan Pendapat Terkait Penggunaan Kurs Penutup untuk Keperluan

Pelaporan Keuangan
Yth. Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan implementasi penguatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
(JISDOR) oleh Bank Indonesia mulai 5 April 2021 sesuai dengan Siaran Pers Bank Indonesia No.
23/30/DKom Tanggal 3 Februari 2021 sebagaimana disiarkan melalui laman resmi Bank
Indonesia (www.bi.go.id). dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:
1. Telah dilakukan Pembahasan Tindak Lanjut Permintaan Penyediaan Kurs Neraca Bank
Indonesia yang dihadiri oleh Bank Indonesia, dan unit-unit terkait lingkup Kementerian
Keuangan {DJPb dan DJPPR). di mana beberapa poin hasil pembahasan tersebut antara lain:
a. Implementasi penguatan JISDOR pada tanggal 5 April 2021 bertujuan untuk penguatan
nilai KURS JISDOR;

b. Kurs JISDOR menjadi dasar perhitungan Kurs Transaksi, Kurs Khusus Pemerintah (jual,
beli, dan tengah). dan Kurs UKA.

c. Pada dasarnya Kurs Penutup pada hari H dipublikasikan pukul 16.15 WIB sama dengan
Kurs Tengah Khusus Pemerintah pada han H+1 pukul 08.00 WIB.

d. Implementasi tersebut memiliki dampak publikasi kurs JISDOR dan kurs lainnya sebagai

berikut:
No Jenis Kurs Publikasi
1 | Kurs Transaksi 08.00 WIB
2 | Kurs Khusus Pemerintah 08.00 WIB
3 | Kurs JISDCR dan Kurs Penutup 16.15 WIB

e. Terdapat dua unit teknis lingkup Kemenkeu yang membutuhkan informasi kurs yaitu 1)
DJPb {Dit. PKN) yaitu Kurs Khusus Pemerintah {jual. beli, dan tengah) dan kurs penutup
dan 2) DJPPR (Dit. EAS) yaitu Kurs Penutup.

f. Selain poin-poin dalam risalah rapat diatas, diperoleh juga informasi bahwa telah
diberlakukannya JISDOR sebagai satu-satunya official benchmark USDVIDR rate dalam
satu hari oleh Bank Indonesia.

2. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami sedang menyiapkan perubahan sefup menu
revaluasi nilai kurs yang semula kurs nya menggunakan referensi Kurs Tengah Bl menjadi
Kurs Penutup sehubungan dengan diberakukannya Kurs Penutup oleh Bl yang digunakan
sebagai kurs pelaporan keuangan.

3. Selanjutnya, pengaturan-pengaturan terkait penggunaan kurs sebagai referensi dalam rangka
pelaporan keuangan menggunakan terminologi “Kurs Tengah Bank Indonesia™ yaitu
diantaranya:

a. PP 71 Tahun 2010 PSAP 01 paragraf 74 menyatakan bahwa aset moneter dalam mata
uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca. Lalu dalam paragraf 83 dinyatakan bahwa
kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan



dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.

b. Buletin Teknis SAP Nomor 14, dalam Bab IV Subbab 4.4 menyebutkan bahwa dalam
rangka menyajikan laporan keuangan, SAP mengharuskan penggunaan kurs tengah Bank
Indonesia;

c. PMK nomor 234 Tahun 2020, dalam Lampiran pada BAB |l dinyatakan bahwa penyajian
neraca, aset dan/kewajiban dalam mata uang lain selain dan rupiah harus dijabarkan dalam
mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral;

d. PMK nomor 160 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang
Pemerintah, dalam Lampiran pada BAB Ill (Subbab |Il.D) dinyatakan bahwa setiap
pelaporan semesteran dan tahunan. saldo (outstanding) utang berjalan yang menggunakan
mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

e. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 2016, dalam hal metode perhitungan selisih
kurs belum terealisasi (unrealized) pada rekening milik BUN menggunakan kurs tengah Bl
untuk menghitung Saldo Awal dan Saldo Akhir.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat terminologi “kurs penutup” belum disebutkan dalam
pengaturan-pengaturan terkait kurs eksisting, mohon pendapat/pandangan Komite terkait
penggunaan kurs penutup untuk keperiuan pelaporan keuangan yaitu dalam rangka
translasi/menjabarkan pos-pos terkait dalam neraca. Sebagai bahan pertimbangan kami
lampirkan beberapa bahan tentang penerapan penggunaan kurs JISDOR tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan

R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan

2. Direktur Pengelolaan Kas Negara

3. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
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website: www.ksap.org/email: sekratanat ksap@gmail.com

Nomor 1 S-93/K.1/KSAP/XI/2021 17 November 2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Revisi Kebijakan Akuntansi

Yth. Gubernur Provinsi Gorontalo
di Gorontalo

Sehubungan dengan Saudara Nomor: S00/BPKG/3014/VII.2021 tanggal 31 Agustus
2021 hal Permohonan Pendapat atas Revisi Kebijakan Akuntansi, dapat kami sampaikan
bahwa mekanisme revisi kebijakan akuntansi atas pinjam meminjam obat dan BMHP dengan
fasilitas kesehatan lainnya dapat dikonsultasikan lebih lanjut kepada Kementerian Dalam
Negeri, selaku penyusun pedoman akuntansi pemerintah daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

1

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif, dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Kompieks Perkantoran Pemerintah Proving Gorontaio
Kel Botu Kec Dumbo Rava Kota Garontalo Telo ¢0435) 821446 Fax (04351 821446

Gorontalo 3] Agustus 2021

Nomor 200/8KPG/3014/VI111/2021 Kepada Yth
Lampiran 1 (satu) Eks Ketua Komite Standar Akuntansi
Perihal Permohonan Pendapat Alas Revis Pemerintahan
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Sehubungan dengan pelaksanaan Revist Ketsjakan Akuntans: Pemenntah
Pravinsi Gorontale. melgiui sural inl kami sampaikan permohonan pendapat atas
hal-hal yang akan diatur dalam Kebijakan Akumansi sebage: berikut
1. Berdasarkan Laporan Hasi! Pemenksaan BPK RI| Perwakian Provins:

Gorontalo atas Laporan Keuangan Pemerintah Prowinss Goronlalo Tahun
2020, pada Buku |l Laporan Hasi Pemeriksaan atas Sistim Pengendalian
intern Pemenntah terdapat temuan Rumah Sakt Hashi Ainun Habibe
melaksanakan peminjaman Obat dan BMHP antara rumah sakit belum
didukung dengan surat perianjian memada: dan saldo Utang Piutang Obat
dan BMHP belum dilaporkan pada Neraca.
2 Temadap temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar
1) Merevisi PKS dengan rumah sakit iain dengan memperimbangkan yatu
a) Batasan jumiah Persediaan Obat yang dipinjamkan;
b) Spesifikasi peminjaman dan pengembahan obat dan BMHP yang
mencakup jenis, jumiah, dan batas kedatuawarsa,
c) Pengenaan sanksi dan denda apabila keoua oelah pihak melanggar
peranjian; dan
d) Perhitungan Utang Putang Obat untuk mengatur perinjaman dan
pengembalian yang berbeda harga.
2) Menyusun kebijakan akuntansi atas meminjam dan peminjaman Obal
dan BMHP dengan fasiitas kesehatan lainnya

Senubungan dengan permasalahan tersebut mohon penjelasan erkait
1 Perhitungan Utang Pwtang Obal untuk mengawr peminjaman dan
pengembalian yang berbeda harga
1) Pengakuan dan pencatatan nilai utang obat yang diterima oleh RS Hasn
Ainun Habibie dan oleh rumah sakit yang memberikan pinjaman obat
pada saat terjadinya utang obat
2) Pengakuan dan pencatatan miai piutang obal yang berkan oleh RS
Hasfi Ainun Habibie dan oleh rumah sakil yang menerima puyjaman obat
pada saat terjadinya piutang obat
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Pengakuan dan pencatatan nial utang Obat yang cikembalixan olen RS
Hasn Amun Habibee dar clen rumab sakd yang menernma pargsmbaian
pinjaman chat pada saat lerjadinya celunasan ulang abal

Pengakuarn dan pencatatan rila: cwitang obat yang gienma olen RS
Hasn Ainun Habipie dan aleh rumah sakit yang mengembalikan
pinjaman obat pada saat terjadinya penerimaan putang obat

Pengakuan dan pencatalan atas seisin harga ulang obat dan piutang

obat pada saat pelunasan aleh masing masing pihak RS

Bagaimana mesanisme untuk menyusun Kebnakan asuntans: aias meminjam

dan penmingaman Obat can EMHF dengar fasililas kasehatan lannya

Demikian cisampaikan atas perhatan dan kerjasamanya kam ucap=an

lerima kasih
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